
Dasar Hukum 

WAUKOTA KOTA ADMINISTRASI 

JAKARTA BARAT 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI 

DAN DOKUMENTASI KOTA 

ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lhformasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846) lnformasi Publik dapat diakses Publik atau
tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam undang­
undahg;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndbnesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi undang-undang;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admihistrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Komisi lnfdrmasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan lnformasi
Publik (SLIP), (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

5. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahuh 2016 tentang Layanan lnformasi Publik;
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentahg Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor
40 Tahun 2023

7. Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola lnformasi dan
Dokumentasi Publik;

8. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, lnformatika dari Statistik Nomor' 18 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, lnformatika dan Statistik
Provihsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Klasifikasi
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PPID 

1. PPID Mehlahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan

lnformasi Publik
2. Petugas lnformasi memiliki kemampuan :

a. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
b. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi
c. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan danpelayanan

informasi publik










